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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah
penduduk di Kabupaten Bangkalan berdampak pada
meningkatnya jumlah volume sampah yang dihasilkan,
hendaknya diikuti dengan perubahan paradigma baru
dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten
Bangkalan;

bahwa paradigma baru dalam pengelolaan sampah,
memandang sampah sebagai sumber daya yang
mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan,
serta mampu menambah Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangkalan;

bahwa dengan adanya paradigma dalam pengelolaan
sampah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampabh,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
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Surabaya dan Daerah Tingkat 1I Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Tahun 2022 Nomo 143, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 2/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

@

10.
11.

Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Bangkalan.

Bupati adalah Bupati Bangkalan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangkalan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Bangkalan yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
persampahan.

Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang
selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah
Unit kerja pada OPD di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangkalan yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal
dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga vang
sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah
sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan
berasal dari kawasan komersial, kawasan
permukiman, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas
lainnya.

Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
Penghasil Sampah proses alam yang menghasilkan
timbulan sampah.
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16.

17.

18.

19.

20.
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Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan
yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan
penanganan sampah.

Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan
yang meliputi pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan
kembali sampah.

Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya
meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan
sejak sebelum dihasilkannya suatu produk
dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya
kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
Pendauran Ulang Sampah  adalah upaya
memanfaatkan sampah menjadi barang yang
berguna setelah melalui suatu proses pengolahan
terlebih dahulu.

Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya unuk
mengguna-ulang sampah sesuai fungsi yang sama
atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang
bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa
melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan
meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
Pemilahan Sampah adalah kegiatan
mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai
dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan
dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke
tempat penyimpanan sementara.

Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa
sampah dari tempat penyimpanan sementara
dan/atau pemindahan tempat menuju ke ulang,
pengolahan, pemrosesan akhir.

. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan untuk

mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah
sampah agar dapat diproses lebih lanjut,
dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media
lingkungan secara aman.

. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah

penampungan sampah yang berupa
bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya

disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
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Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang
selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan penggunaa ulang,
pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya
disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
dan/atau badan hukum.

Produsen adalah setiap orang, usaha, dan/atau
kegiatan yang mengsilkan timbulan sampah.
Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada
orang yang terkena dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di
tempat pemrosesan akhir sampah.

Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian
yang meliputi pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak
benar.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan
dan penanganan sampah yang dituangkan dalam
rencana strategis dan rencana Kkerja Perangkat
Daerah.

Rencana pengurangan dan penanganan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. target pengurangan sampabh;

b. target penyediaan sarana dan prasarana
pengurangan dan penanganan sampah mulai dari
sumber sampah sampai dengan TPA;

c. pola pengembangan kerjasama daerah,
kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang

ditanggung oleh pemerintah daerah dan
masyarakat; dan

e. rencana pengembangan dan  pemanfaatan

teknologi yang ramah lingkungan dalam
memenuhi kebutuhan mennguna ulang, mendaur
ulang, dan penanganan akhir sampah.



Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf d dilakukan dengan pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah, sesuai dengan karakteristik, komposisi, dan
jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST, TPS
3R dan di TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ada ayat
(1) dapat dilakukan di wilayah sumber sampah
dengan tetap memperhatikan prinsip pengolahan
sampah.

(3) Wilayah sumber sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berada di wilayah kecamatan.

(4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang
ramah lingkungan.

Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
TANGGAP DARURAT BENCANA

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1) Penyelenggaraan bencana pada saat tanggap darurat
meliputi:
a. pengkajian sumber cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segala prasarana dan sarana
vital.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

®



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Padasangeal (6 JIAR 2024
P 4™\

pace tameat 06 MAR 2024

ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH| KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
OMOR 2 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 28-3/2024.
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

VIUM

Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan termasuk dalam kategori
esar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta kecenderungan
1asyarakatnya yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya
olume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
eberagaman jenis dan karakteristik sampah tersebut antara lain berupa
ampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini masyarakat Kabupaten Bangkalan masih memandang
ampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya
ang dapat dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih
ertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan,
iangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal
mbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan
khir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan
nisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan
obal.
gar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka
aktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Dengan demikian, paradigama pengelolaan sampah yang bertumpu

ada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan
aradigma baru. Paradigama baru memandang sampah sebagai sumber daya
ing mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk
1ery, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan
unpah dengan paradigm baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan
*nanganan sampabh.
‘ngurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali,
in pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi
‘milahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan
<hir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara
'rpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta
1gas dan wewenang Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pelayanan
ublik, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah
| Kabupaten Bangkalan.
arapan dari adanya pengaturan tentang pengelolaan sampah ini adalah
ntuk dapat memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan
1gkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat
) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
clain itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di
abupaten Bangkalan ini adalah dalam rangka melaksanakan
ndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan
sraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
>ngelolaan Sampah.
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II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Pasal Il
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 86



